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ABSTRAK

Dalam upaya penegakan hukum, Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu
usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi.
Metode atau cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya
tindak pidana korupsi di indonesia. Intelijen Kejaksaan termasuk salah satu bagian
yang terdapat di dalam penyelenggraan intelijen negara. Dalam penegakan hukum
tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral.
Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam
penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap
Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1)
eksistensi unsur intelijen pada lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum di
Indonesia, (2) tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana
korupsi, (3) faktor kendala bagi intelijen Kejakasaan dalam melaksanakan penegakan
hukum tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh
pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Pada dasarnya peran
intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang
lain yang ada di kejaksaan seperti Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum),
Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen
Kejaksaan merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan-kegiatan intelijen yang untuk
mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. (2) Penanganan perkara tindak pidana korupsi
secara garis besar Intelijen Kejaksaan memiliki 3 peranan, yang pertama dalam upaya
represif yaitu dengan melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, kedua dalam
upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi dengan pembentukan Tim
Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), dan
ketiga yaitu dalam pencarian buronan Kejaksaan atau Pengadilan. (3) Hambatan yang
dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
adalah terbatasnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, belum ditemukan
adanya upaya paksa dalam pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan operasi intelijen
yustisial, agen Intelijen atau Bidang Intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil
Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus
menjadi produk perkara korupsi.

Kata Kunci: Tugas dan Fungsi, Intelijen Kejaksaan, Korupsi.



ABSTRACT

In an effort to enforce the law, the Prosecutor's Intelligence is one of the
efforts made by the Prosecutor's Office to uncover cases of criminal acts of
corruption. The method or method of operation of the Prosecutor's Intelligence is
expected to reduce the occurrence of corruption in Indonesia. Prosecutors'
intelligence is one part of the implementation of state intelligence. In law
enforcement against corruption, the Prosecutor's Office has a fairly central role. The
Prosecutor's Office does not only have the authority to carry out prosecutions, in
handling special criminal cases by the Prosecutor's Office it is usually divided into
the stages of Investigation, Investigation, Prosecution.

This study aims to determine, examine and analyze: (1) the existence of
intelligence elements in the Prosecutor's Office in law enforcement in Indonesia, (2)
the duties and functions of the prosecutor’s intelligence in uncovering criminal acts of
corruption, (3) constraining factors for the prosecutor's intelligence in carrying out
law enforcement. corruption.

The approach method used in this research is sociological juridical. The
specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are
primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the
field or from the first source and has not been processed by other parties. While
secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials,
secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) Basically the role of
the prosecutor’s judicial intelligence is to support the implementation of the duties of
other fields in the prosecutor's office such as Special Crimes (Pidsus), General
Crimes (Pidum), Civil Service and State Administration (Datun), Supervision and
Coaching. Prosecutors' intelligence is judicial intelligence, namely intelligence
activities to support the successful handling of criminal cases, starting with
investigations, investigations, prosecutions, and executions. (2) In general, the
handling of corruption cases has 3 roles. The Prosecutor's Intelligence has 3 roles,
first in repressive efforts, namely by conducting investigations into corruption crimes,
secondly in preventing or preventing corruption by forming a Team of Guards and
Security for Government and Regional Development ( TP4D), and the third is in the
search for fugitives from the Prosecutor's Office or Court. (3) The obstacles
experienced by the Prosecutor's Intelligence in handling cases of criminal acts of
corruption are the limited time given by the law, there has not been found any
coercive efforts in carrying out tasks or carrying out judicial intelligence operations,
Intelligence agents or the Intelligence Sector cannot guarantee that the results of
Operations The Judicial Intelligence that was handed over to the Special Crimes
Division became the product of a corruption case.

Keywords: Duties and Functions, Prosecutor's Intelligence, Corruption.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang
berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya
terkandung makna segala tindakan, pola tingkah laku warga negara yang juga harus
sinkron dengan norma yang sudah diatur oleh negara.

Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan
demokratis, dan terlindunginya hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang
berkeadilan.? Hukumlah yang menetapkan perbuatan mana yang boleh dilakukan atau
tidak boleh dilakukan. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah
dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh
masyarakat.® Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan
negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

! Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, Jurnal Daulat
Hukum, Volume 3 Nomor 1, March 2020, url:
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068

2 Masyhadi Irfani and Ira Alia Maerani, Criminal Code Policy in The Effort of Corruption
Prevention in Institutions Regional Disaster Management Agency, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2
Issue 1, March 2019, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4209/2915

% Sri Praptini, Sri Kusriyah and Aryani Witasari, Constitution and Constitutionalism of
Indonesia, Jurnal Daulat Hukum  Volume 2 Issue 1, March 2019, url
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897



ketertiban dunia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya suatu upaya
yang dilaksanakan, secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tctap
memperhatikan setiap aspek yang mempengaruhi. Upaya inilah yang disebut dengan
pembangunan.’

Pembangunan nasional dapat dilihat sebagai upaya bangsa yang dilaksanakan
oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara berencana, bertahap dan
berkelanjutan dalam mengelola seluruh potensi sumber daya nasional. Pengelolaan
potensi sumber daya nasional tersebut mencakup sumber daya alam, potensi sumber
daya manusia dan potensi sumber daya buatan, yang bertujuan untuk kemakmuran
masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Pembangunan nasional itu dapat dikualifikasi sebagai upaya bangsa
Indonesia untuk memberdayakan potensi idiologi, politik, hukum, sosial budaya,
sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Pelaksanaan pembangunan didalamnya terdapat banyak faktor penghambat
salah satu faktor penghambat proses pembangunan yang sangat mempengaruhi
perekonomian dan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Di berbagai
belahan dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, korupsi selalu
mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.
Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh

tindak pidana korupsi tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh dalam

* Abdul Kholig Nur and Gunarto, Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate
Criminal Liability System Based on Justice Value, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March
2021, url; http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/14205/5388



berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa
menuju masyarakat adil dan makmur.”

Dalam sejarah kehidupan manusia korupsi mungkin termasuk kejahatan
tertua. sejarah korupsi bermula sejak awal manusia mengenai organisasi
kemasyarakatan, sebagai contoh dalam tingkatan terkecil kehidupan manusia korupsi
sudah biasa dilakukan. Dalam lingkup organisasi kemasyarakatan praktik korupsi
sudah dilakukan
dengan hal-hal sepele, misalnya pemberian uang suap kepada oknum pemerintahan
dalam pembuatan surat-surat administrasi. Agar birokasi menjadi lancar para pihak
yang berkepentingan rela mcngeluarkan sejumlah uang demi mempercepal proses
birokasi tersebut. Korupsi merupakan gejala kemasyarakatan yang sangat komplek
dan rumit, seakan mudah dikenali tetapi dalam praktek kehidupan korupsi sulit untuk
didekati hukum.

Korupsi cenderung bersifat diam-diam dan rahasia, selain itu korupsi
dilakukan tidak hanya seorang subyek hukum melainkan melibatkan banyak orang.
Para pelaku tersebut dapat terlibat secara langsung sebagai pelaku maupun sebagai
subyek yang hanya ikut menikmati hasil dari tindak pidana korupsi, diantara mereka

saling menutupi dan dengan menghilangkan jejak untuk menghindari dari jerat

® Danr Krisnawati, dkk, Bunga Rampai Hukum pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta,
2006, him. 78



hukum. Korupsi merupakan permasalahan yang bersifat universal dan tidak ada satu
bangsa pun yang terbchas dari masalah korupsi.®

Tindak Pidana Korupsi adaiah salah salu jenis kejahatan yang dapat
menyentuh berbagai macam kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi
negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa. Korupsi merupakan
perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan
tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebaskannya terdakwa kasus tindak
pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak
sebanding dengan apa yang dilakukannya. Apabila pelaku tindak pidana korupsi
tertangkap dan dijatuhi vonis oleh majelis hakim sanksi hukuman pidana tersebut
tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana
korupsi.”

Tindak Pidana Korupsi selalu dikaitkan dengan kata “kejahatan luar biasa”
dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi
itu sendiri. Hal ini juga terdapat dalam konsideran Undang - Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini
terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,

® Ramelan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pusdikilat Kejaksaan Agung RI,

Direktorat Produksi dan Sarana Inlelijen, Jakarta, 2003, him. 13
" Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him 26



sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang
pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Oleh karena itu terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi

sebagai sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga
pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (extraordinary
measure) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula
(extraordinary instrument).® Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk dari
tindak pidana khusus, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur
secara khusus. Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Pasal
1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berbunyi sebagai
berikut:
“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah
dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan
peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah
dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk membantu proses
tersebut selain peran dari penyidik dan penyelidik secara umum, peran lembaga

intelijen yang ada di suatu negara juga sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai Intelijen di

8 Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Jakarta, Raja
Grafindo, 2011, him 76



Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan intelijen dijelaskan dalam Pasal
1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi
sebagai berikut:

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan
perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan
analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk
pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan
penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”

Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi dan meliputi norma norma yang di hubungkan
dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat , peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peraturan yang membimbing dalam menjalankan peranannya
tadi.’

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang sebenarnya adalah peranan
yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang.
dalam hal ini yang memiliki peranan dalam upaya penegakan hukum dalam tindak
pidana korupsi salah satunya adalah lembaga kejaksaan yang telah diberikan
wewenang oleh undang undang dengan melakukan proses penyelidikan dan
penyidikan. Untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan
penyelidik secara umum, peran lembaga intelijen yang ada di suatu negara juga

sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

menjadi dasar pengaturan mengenai intelijen di Negara Republik Indonesia.

® Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him
139



Dalam upaya penegakan hukum, Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu
usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi.
Metode atau cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya
tindak pidana korupsi di indonesia. Intelijen Kejaksaan termasuk salah satu bagian
yang terdapat di dalam penyelenggraan intelijen negara. Dalam penegakan hukum
tindak pidana korupsi, institusi Kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral.
Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam
penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap
Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan.

Dalam tahap penyelidikan tugas ini dilakukan oleh pihak Intelijen yang ada di
setiap tahapan kedudukan kejaksaan. Tahap penyidikan dilakukan oleh seksi pidana
khusus yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus,
sedangkan dalam tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka
intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai
penyelidikan, vyaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pcngumpulan, kegiatan
pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan
mengelola data serta fakta apabiia timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak
pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas-pelugas intelijen

kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna



menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau
bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh
intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah
terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen
kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna
dilakukan penyidikan.

Sehubungan dengan topik tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan
menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: “Implementasi Tugas dan

Fungsi Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan
masalah meliputi tiga hal berikut:
1. Bagaimana Implementasi tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan dalam
mengungkap tindak pidana korupsi?
2. Apa kendala bagi intelijen Kejakasaan dalam melaksanakan penegakan
hukum tindak pidana korupsi?
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis implementasi tugas dan fungsi

intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi;



2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala bagi intelijen

Kejakasaan dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi
para pihak, antara lain:
1. Manfaat Teoritis

a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi
perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat
menjadi konstribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai tugas
dan fungsi intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana
korupsi;

b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum
tentang tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak
pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis
dengan sajian akademis tentang tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan
dalam mengungkap tindak pidana korupsi;

b. Bagi Masyarakat



Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas tugas
dan fungsi intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana

korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Tugas dan Fungsi
Pengertian tugas itu sendiri telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu
kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab,
perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.
Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam moekijat.
The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job”
(Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam
suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat mengemukakan bahwa “A
task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose”
(Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan
untuk mencapai suatu tujuan tertentu).'® Sedangkan fungsi adalah kegiatan
pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut
J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa

Indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan Berdasarkan

19 Moekijat, Analisis Jabatan, Cetakan V111, Mandar Maju, Bandung, 1998, him 10
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pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah
organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.™
2. Intelijen

Intelijen adalah bagian dari sistem keamanan nasional dijelaskan
secara
tegas melalui Troy yakni pengetahuan secara rahasia tentang musuh yang
berdiri secara terpisah dari cara-cara mendapatkannya dan menyaringnya.
Sedangkan Dulles menerjemahkan intelijen sebagai kewaskitaan
(foreknowledge) yaitu suatu keahlian yang menyerupai ramalan yang selalu
siaga ada di setiap penjuru dunia ditujukan kepada teman atau musuh. Dari
penjelasan tersebut mendapatkan suatu gambaran betapa pentingnya intelijen
di dalam suatu sistem keamanan nasional. Dalam hal ini diartikan pula
intelijen selain terintegrasi dengan system keamanan nasional, intelijen juga

dengan sistem strategis nasional suatu negara.*?

3. Kejaksaan
Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain.

Kejaksaan merupakan pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan

1 1.8 Badudu, & Zain Sultan Mohammad, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta :
Pustaka Sinar Harapan, 1996, him 412

12 Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, Menguak Intelijen “Hitam” Indonesia, Ed.Andi
Widjojanto, Jakarta, Pacivis Ul, 2006, him 23.
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maka kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Rl No0.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara
merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.® Pasal
2 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam
Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa
Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.
4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat
dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses
penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana
menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan
perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.™ Istilah tindak pidana
dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit
terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf”
artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan.

Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf

3 Moh. Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta : PT Rineka
Cipta, 2001, him. 73
4 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, him.57.
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diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah
terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk
kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat.
Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa,
pelanggaran, dan perbuatan.™
Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata Kkerja
corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok.
Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik
politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak
legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya,
dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada
mereka.'® Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara
harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan
padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).
Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan

(uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain."’

him.69.

> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian |, Jakarta: Rajawali Pers, 2011,

® Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik

Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian 1AIN
Walisongo Semarang, 2009, him. 14.

' Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta, 1995, him. 527
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F. Kerangka Teori
1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi
penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk
mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat
menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang
melibatkan banyak hal.*®
Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai
penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang
yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing
menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan
hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa
diteggakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun
pelanggaran jika dihubungan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat
diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

a. Penerapan hukum pidana (Criminal law apllication);

18 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, 1988, him. 32
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b. Pencegahan tanpa pidana (Pervention without punishment); dan

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan
nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi

Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.*

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia
atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa
dibilang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu
tertinggal dari objek yang diaturnya.® Akan tetapi, manusia itu sendiri juga
tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti
ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat
budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat
sebagai bagian dari budaya.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah
satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama
dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan
tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umum nya. Akan
tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial,

yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

19 Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
Semarang : Makalah Seminar Kriminologi Ul, Hukum Undip, 1991, him. 42.
% Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, him. 99
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Untuk dapat tegak nya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus
memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuan nya
didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatan nya;

b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya
kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun
keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;

c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum
sebagai nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan
penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di
dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola
tingkah laku masyarakat.?* Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi
dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat
beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalam nya diantaranya
kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas,
masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam
masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan
proposionil) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan

hukum dapat berjalan dengan baik.

2! Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, him. 17
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2. Teori Kewenangan Intelijen

Dengan memposisikan intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan
nasional, maka tercipta hubungan interaksi antara intelijen dan negara.
Interaksi antara intelijen dan negara inilah yang kemudian menciptakan
konsep intelijen negara. Jika mengacu kepada konstruksi teoritik
pembangunan tipe ideal intelijen negara, maka dalam teori intelijen terdapat 2
tipe ideal intelijen negara yang diturunkan dari analisa Gill dan Bar Joseph
terhadap dimensi-dimensi pembentuk intelijen negara, yaitu tipe ideal intelijen
negara dalam rezim otoriter dan tipe ideal intelijen negara dalam rezim
demokratik.

Berdasarkan kepada bagan di atas, maka di negara-negara yang
memiliki rejim otoriter, terdapat 3 tipe interaksi intelijen-negara yang
cenderung terjadi, yaitu:

1) Intelijen Politik: Tipe ini berkembang untuk mengantisipasi
munculnya ancaman-ancaman internal yang terutama berasal dari
kelompok oposisi politik yang ada di negara tersebut. Intelijen Politik
terbentuk saat dinas-dinas intelijen diarahkan untuk melakukan fungsi
intelijen domestik yang ditujukan untuk mendapatkan informasi
tentang kegiatan politik kelompok oposisi, yaitu orang atau organisasi
yang merupakan lawan politik rejim yang berkuasa.

2) Militerisasi Intelijen: Konstruksi ini terbentuk ketika suatu rejim

otoriter mengerahkan sebagian besar sumber daya keamanan nasional
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untuk menghadapi ancaman eksternal. Mobilisasi tersebut dilakukan
oleh institusi militer yang mengkooptasi seluruh dinas intelijen.

3) Negara Intelijen: Tipe ini muncul ketika suatu negara otoriter
berpersepsi bahwa ancaman terhadap keberlangsungan rejim politik
akan bersifat internal dan eksternal. Untuk menghadapi ancaman dari
dua arah tersebut, rejim otoriter berusaha memonopoli seluruh
informasi strategis yang ada dan menggunakan informasi ini untuk
mengendalikan seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-
budaya dari warganya. Metode monopoli informasi dan kendali publik
ini  dilakukan oleh suatu dinas intelijen yang cenderung
mengintegrasikan seluruh fungsi intelijen ke tangan satu institusi
tertentu. Integrasi ini cenderung menciptakan interaksi Negara
Intelijen yang menentukan hidup-matinya suatu rejim politik otoriter.
Berikutnya, dalam negara-negara dengan rejim demokratis, tipe

interaksi intelijen-negara yang muncul adalah sebagai berikut:

1) Intelijen Keamanan: Tipe ini terjadi saat negara demokratik terpaksa
menggelar operasi intelijen untuk menghadapi ancaman internal yang
umumnya berbentuk kejahatan terorganisir, konflik komunal,
terorisme, dan/atau separatisme. Gelar operasi intelijen ini diarahkan
terbatas pada upaya untuk memulihkan kondisi keamanan di suatu
daerah dan biasanya dilakukan berdampingan dengan upaya resolusi

konflik atau penegakan hukum oleh institusi negara lainnya. Gelar
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2)

3)

operasi intelijen ini juga mendapat pengawasan politik secara efektif
dari institusi eksekutif dan parlemen.

Intelijen Strategis: Tipe ini tercipta saat negara demokratik menggelar
operasi preventif untuk mencegah terjadinya eskalasi ancaman militer
yang berasal dari negara lain. Konstruksi ini juga muncul saat negara
melakukan operasi infiltrasi ke negara lain untuk menghadapi faksi-
faksi politik yang menebar ancaman ke negara tersebut; dan juga saat
negara demokratik menggelar operasi kontra-intelijen untuk
menghindari terjadinya pendadakan strategis dari lawannya. Untuk
seluruh operasi intelijen, otoritas dinas-dinas intelijen cenderung
dibatasi sematamata untuk menyentuh sasaran-sasaran sah yang
disetujui oleh otoritas politik, eksekutif dan legislatif.

Diferensiasi Intelijen: Tipe ini terjadi saat suatu negara demokratik
membentuk berbagai dinas intelijen yang secara spesifik diarahkan
untuk mengatasi suatu ancaman tertentu, baik yang berasal dari dalam
maupun luar negara. Dari perspektif pembangunan politik, diferensiasi
ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengungkapkan derajat
pelembagaan politik yang menjadi fondasi dari stabilitas dan
kontinuitas sistem secara makro. Diferensiasi struktur juga berfungsi
sebagai instrumen teknokrasi modern bagi fungsi pengawasan.
Instrumen teknokratis ini mengikuti prinsip “small is beautiful” dan

“dispersion of power” sebagai salah satu metode untuk
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meminimalisasi kecenderungan korupsi yang melekat dalam

kekuasaan dan menekan resiko penyalah-gunaan kekuasaan. Melalui

prinsip ini, setiap dinas intelijen seharusnya hanya memiliki satu

fungsi spesifik, mengikuti alur argumentasi Lord Acton: “Too many

missions being performed by a single intelligence service implies an

accumulation of power”.?2

Kedua model interaksi intelijen-negara tersebut di atas menjadi dasar
bagi perumusan dan pengaturan tentang intelijen negara di berbagai negara di
dunia, termasuk di Indonesia.

3. Teori Penegakan Hukum dalam Islam

Menurut M. Natsir adalah suatu penegasan, ada undang-undang yang
disebut Sunnatullah yang nyatanyata berlaku dalam kehidupan manusia pada
umumnya. Perikehidupan manusia hanya dapat berkembang maju dalam
berjama’ah (Society). Man is born as a social being. Hidup perorangan dan
hidup bermasyarakat berjalin, yang satu bergantung pada yang lain. Kita
mahluk sosial harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan hidup, dari
persoalan rumah tangga, hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
berantara negara, berantar agama dan sebagainya, semuanya problematika

hidup duniawi yang bidangnya amat luas. Maka risalah Muhammad Saw,

22 Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Makmur Keliat, Intelijen: Velox et Exactus, Pacivis,
Jakarta, 2008, hlm 25-27
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meletakkan beberapa kaidah yang memberi ketentuan-ketentuan pokok guna
memecahkan persoalan-persoalan.

Kestabilan Hidup bermasyarakat memerlukan tegaknya keadilan lanjut
M. Natsir. Tiap-tiap sesuatu yang melukai rasa keadilan terhadap sebagian
masyarakat, maka bisa merusak kestabilan secara keseluruhan. Menegakkan
keadilan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa diawali dengan kedaulatan
hukum yang ditegakkan. Semua anggota masyarakat berkedudukan sama di
hadapan hukum. Jadi di hadapan hukum semuanya sama, mulai dari
masyarakat yang paling lemah sampai pimpinan tertinggi dalam Negara.

"Dan janganlah rasa benci kamu kepada suatu golongan menyebabkan
kamu tidak berlaku adil. Berlaku adilah, karena itu lebih dekat kepada taqwa.
Dan bertagwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah amat mengetahui
apa yang kamu kerjakan". (QS.al-Maidah.5:8).

“Dengarlah dan taatilah sekalipun andaikata yang menjalankan hukum

atasmu seseorang budak Habsyi yang kepalanya seperti kismis selama
dijalankannya hukum Allah Swt”. (H.R.Buchori dari Anas).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami

obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode

adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dipahami. ? Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang

didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

2% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakart a : Ul Press, 1986, him 14.
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan
metode yuridis sosiologis (social legal research) untuk mengkaji dan membahas
permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu
pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-
peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk
memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat
terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah
observasi.?!

Dalam sosio legal research hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai
keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam
masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang
mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan
makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari
aksi dan interaksi mereka.”®
2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif.

Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang

2 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1990, him 34

% Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana
Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, him. 1.
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diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana
adanya. ® Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk
menggambarkan,melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang
berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta
menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.
3. Sumber Data
Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber
pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

d. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi;

6 Nawari Hadari, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta Gajah Mada University Press,
1987, him 25.
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e. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia;
f. Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
g. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-037/A/J.A/09/2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejakaan Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
a. Buku-buku;
b. Hasil penelitian ahli hukum;
c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
a. Kamus Hukum;
b. Kamus besar bahasa Indonesia;
c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
d. Ensiklopedia.
4. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode
pengumpulan data sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau ekplorasi, dimana
kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan
wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan

data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait.
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Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih
dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan
keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan di Kejaksaan
Negeri Polewali Mandar.
b. Studi Pustaka
Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka
adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan
perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.
5. Metode Analisis Data
Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa
kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data
yang diperoleh melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan
cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara,
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi,
dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait
serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan

akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:
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BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori,
Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB IlI, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana,
Tinjauan Umum Korupsi, Tinjauan Umum Intelijen, Tinjauan Umum Kejaksaan,
Korupsi dalam Perspektif Islam.

BAB Il Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Implementasi
tugas dan fungsi intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi, (2)
Faktor kendala bagi intelijen Kejakasaan dalam melaksanakan penegakan hukum
tindak pidana korupsi.

BAB 1V Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal
dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering
mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu
undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau
tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran
dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam
lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat
ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang
dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.*’

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo,

pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi:

2T Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, him. 62.
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a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu
pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar
dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan
menyelamatkan kesejahteraan umum;

b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit”
adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan perundangundangan
dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut E.Utrecht pengertian
tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena
peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan
(natalennegatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau
melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak
pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan
yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief
menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang
melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang
berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu

yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang
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ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana

tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.®Unsur subjektif dari suatu

tindak pidana itu adalah:

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

b) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat
di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana
menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;

2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di
dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai
pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan
menurut Pasal 398 KUHP;

3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

8 p AF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta,
1997, him. 193.
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Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:
a) Perbuatan;
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai

berikut:
a) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
c) Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada
persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya
maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan
delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang
perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal
362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil
adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan
diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut
rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan
kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam

dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.
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Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan

dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah

perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda,

hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman

penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman

keputusan hakim.?

1)

2)

3)

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:
Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah
dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang
dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh:
Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP,
yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki
barang itu dengan melawan hukum;

Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang
dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan.
Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya
seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang;

Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan

dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP);

2 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,

2004, him. 60
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4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak
sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan;

5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan
orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh:
Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan;

6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada
keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh:
Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang

sah.*°

B. Tinjauan Umum Korupsi
1. Definisi Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: corruptio
penyuapan; corruptore = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara
menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak
beresan lainnya.*! Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan
merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan
keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan

kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta

% Ibid, him 63
3! Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him. 8.
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penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan
jabatannya.

Kartono menjelaskan korupsi adalah tingkah laku individu yang
menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan
kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari
kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan
negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya
dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.*

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang
berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan
diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam
konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi
perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan
memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan
keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah
hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan

perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

%2 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him. 80.
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1)

2)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara;

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31
Tahun 1999).%

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah

seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang

tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak

dan kewajiban yang timbul karenanya:

1)

2)

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah;

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan
Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang
menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut sebagai

berikut: kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan

asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pasa

kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan

manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Undang-

%% Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian
negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi
yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi
perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana
korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan
keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Perbuatan melawan hukum disini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni
meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,
namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa
keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan
tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31
Tahun 1999.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan
secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian.
Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil
korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap
diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi,

melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana
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pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak
menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian
negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana
si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian
negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi
pelakunya.

Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak
pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur
sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-
Undang No. 3 Tahun 1971. Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak
pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-
undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana
denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan
pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak
pidana Kkorupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti
kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:
1) Secara melawan hukum;

2) Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
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3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara
melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun
dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena
tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti
yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa
unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan
sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan
menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan
dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi
ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan
telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan
tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

% R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Jakarta, 2005, him. 30.
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Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan
Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara
adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang
tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak
dan kewajiban yang timbul karena:

1) Berada dalam penguasaam, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.
2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan

perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang

menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

C. Tinjauan Umum Intelijen
1. Definisi Intelijen

Kata “intelijen” tidak selalu muncul dengan pemahaman yang sama di semua
bahasa. Meskipun intelijen dibahas dalam konteks keamanan nasional, tetapi ia tidak
terlepas dari pemahaman luas intelijensia sebagai kolektivitas dari kecerdasan,
kreativitas dan kearifan manusia. Maka tidak seperti aktor-aktor keamanan yang bisa
“dimaafkan” karena tidak memiliki kapasitas pengetahuan antisipatif (foreknowledge)
terhadap ancaman keamanan nasional, Lembaga intelijen memiliki tuntutan
profesional untuk mengkombinasikan kecerdasan manusia dan kemajuan teknologi

untuk memiliki pengetahuan ini.
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Dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
dinyatakan: Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait
dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan
berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja
untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan
penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Berdasarkan kepada definisi intelijen dalam ketentuan UU No. 17 Tahun 2011
tersebut, diketahui bahwa konsep intelijen terkorelasi langsung dengan konsep
keamanan nasional, dimana intelijen dipandang sebagai sebuah alat pencegahan,
penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman bagi keamanan nasional.
Ketentuan tersebut juga memandang intelijen dalam pendekatan fungsi dan
organisasi, dimana konsep intelijen sudah dilihat sebagai satu kesatuan fungsi yang
berjalan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, pemaknaan terhadap intelijen pun
haruslah dilihat dalam kerangkan fungsi dan organisasi dari intelijen itu sendiri.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 butir ke-2 UU No. 17 Tahun 2011 dinyatakan:
“Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari
sistem keamanan nasional yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan
fungsi dan kegiatan Intelijen Negara”. Berangkat dari ketentuan tersebut, intelijen
negara dipandang memiliki kedudukan dalam sistem keamanan nasional dan
merupakan penyelenggara dari fungsi dan kegiatan intelijen negara. Intelijen
merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara.

Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan,

39



perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang
berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.*

Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba
membuat prediksi dengan menganalis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta
menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta
tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang
akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan
sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya
pendadakan strategis yang mengancam keamanan negara.

Di dalam Undang-Undang No0.17/2011 tentang Intelijen Negara, fungsi
intelijen meliputi fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, atau acapkali
disebut dengan “lidpangal”. Sementara itu fungsi intelijen yang seringkali berkaitan
dengan kegiatan intelijen, dibedakan menjadi kegiatan intelijen positif dan kegiatan
intelijen agresif. Intelijen positif adalah kegiatan intelijen yang berpusat pada
pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian informasi yang digunakan untuk
memperkuat sistem peringatan dini dan sistem analisa informasi strategis. Sedangkan
intelijen agresif, merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menghadapi tindakan dari
elemen-elemen asing yang mengancam keamanan nasional.

Kegiatan intelijen agresif dalam menghadapi tindakan-tindakan yang berasal

dari elemen asing yang mengancan keamanan nasional, memiliki kewenangan untuk

% Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004, Jakarta,
Pacivis, 2008, him. 1
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menggelar operasi kontra-intelijen dan/atau kontra-spionase yang bertujuan untuk
mengungkap kegiatan sejenis yang dilancarkan pihak asing atau lawan. Dalam
menghadapi kemungkinan ancaman yang bersumber dari dalam negeri, ada
pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi di dalam menjalankan kegiatan intelijen
agresif ini, pembatasan ini meliputi sebagai berikut ini; (i) bekerja untuk kepentingan
negara asing atau lawan, (ii) menunjukkan permusuhan terhadap keseluruhan
bangunan konstitusi atau sendi-sendi ketatangeraan yang diwujudkan melalui cara-
cara kekerasan, (iii) mendorong terjadinya konflik kekerasan primordial, dan (iv)
menggunakan cara-cara kekerasan untuk melakukan suatu perubahan sosial politik.
Sebagai perbandingan, Undang-Undang No.17/2011 tidak mengatur dan
menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai fungsi dan/atau kegiatan intelijen seperti
yang dijelaskan atau dijabarkan secara komprehensif di dalam Rancangan Undang-
Undang Intelijen Negara yang diajukan oleh Kelompok Pacivis. Di dalam Undang-
Undang No0.17/2011 juga tidak memberikan batasan atau parameter penggunaan
fungsi pengamanan dan/atau penggalangan yang ada pada intelijen negara.
Selanjutnya, bahwa fungsi intelijen negara juga berkaitan terhadap ruang lingkup
intelijen. Pada dasarnya fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen
seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No.17/2011 tentang Intelijen Negara,
Pasal 7 meliputi sebagai berikut ini; (i) intelijen dalam negeri, (ii) intelijen luar
negeri, (iii) intelijen pertahanan/militer, (iv) intelijen kepolisian, (iv) intelijen

penegakan hukum/yustisi, dan (v) intelijen kementrian/non-kementrian.
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Di dalam fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen,
fungsi intelijen juga dijabarkan dalam berbagai bentuk tataran. Hal ini dimaksudkan
untuk membentuk suatu format atau struktur kedinasan yang mengkhususkan diri
pada upaya perolehan informasi yang kelak dapat dipergunakan untuk memberi dasar
acuan bagi pemutus kebijakan politik. Maka dibagi menjadi tiga tataran ruang
lingkup intelijen, yakni; pada tataran strategis, operasional dan taktis.

Pada tataran stratejis, intelijen menyediakan data atau informasi secara cepat
dan akurat dan mendahului proses antar pemerintahan, serta menciptakan keuntungan
maksimal, yang pada akhirnya memungkinkan suatu pemerintahan memanfaatkan
dan mengantisipasi langkah-langkah politik dalam penyelengaraan negara. Pada
tataran stratejis ini harus dilakukan pemisahan antara badan/dinas intelijen yang
bergerak pada ruang lingkup keamanan domestik dan luar negeri. Dilakukan juga
pemisahan secara tegas antara dinas intelijen sipil dan militer. Pada tataran strategis
ini fungsi intelijen keamanan dalam negeri/domestik harus dipisahkan dengan dinas
intelijen fungsi penegakan hukum atau fungsi intelijen yustisi.

Fungsi intelijen pada tataran operasional, kegiatan intelijen merupakan bagian
dari sistem peringatan dini negara dan system pertahanan negara yang
memungkinkan pembuat kebijakan memiliki kewaskitaan (kewaspadaan dini) atau
foreknowledge. Pada intelijen yang merupakan bagian dari system peringatan dini
negara, kegiatan ditujukan untuk mengumpulkan, mengolah dan menilai
informasiinformasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ancaman terhadap

keamanan nasional. Sedangkan pada intelijen yang merupakan bagian sistem
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pertahanan negara, kegiatan intelijen ditujukan untuk menghasilkan pusat data
melalui suatu analisis strategis yang mendalam mengenai motif, tujuan, identitas,
struktur organisasi, sumber dukungan dan kelemahan dari sumber-sumber ancaman
potensial.

Pada tataran taktis, kegiatan intelijen terbagi atas kegiatan intelijen positif dan
kegiatan intelijen agresif. Kegiatan intelijen di tataran taktis dapat pula terbagi
berdasarkan wilayah operasi terselubung di dalam negeri harus dihubungkan dengan
pembidangan yang spesifik. Maka dalam pengertian ini, badan-badan intelijen
termasuk bergerak di kekhususan-kekhususan, misalnya intelijen kejaksaan agung,
bea cukai dan/atau imigrasi serta dinas intelijen yang bertanggung jawab atas
keseluruhan keamanan dalam negeri.

Terkait fungsi-fungsi yang terdapat pada intelijen negara, fungsi-fungsi
tersebut harus mematuhi kaidah hukum yang berlaku dan selaras dengan prinsip-
prinsip negara demokratis serta instrumen hak asasi manusia, terutama tidak
menghilangkan atau mengabaikan hak dasar dan kebebasan sipil. Hal ini dikarenakan
di dalam negara hukum demokratis, siapapun itu tanpa terkecuali harus tunduk dan
dibatasi pada hukum yang berlaku, serta selaras dengan prinsip demokrasi. Maka
dapat ditarik suatu benang merah, bahwa fungsi intelijen meliputi kegiatan intelijen
dan ruang lingkup dari intelijen tersebut.

Hal ini dikarenakan di dalam negara hukum demokratis, siapapun itu tanpa

terkecuali harus tunduk dan dibatasi pada hukum yang berlaku, serta selaras dengan

43



prinsip demokrasi. Maka dapat ditarik suatu benang merah, bahwa fungsi intelijen
meliputi kegiatan intelijen dan ruang lingkup dari intelijen tersebut.
2. Tujuan Intelijen Negara di Republik Indonesia

Pada dasarnya tujuan intelijen negara di dalam Negara Republik Indonesia
adalah menjelaskan lebih lanjut atau menerjemahkan secara lebih riil lagi tujuan
berdirinya Negara Republik Indonesia seperti yang diamanatkan di dalam Undang-
Undang Dasar 1945 (Perubahan Ke-IV), di dalam sektor keamanan. Di dalam UUD
1945 Perubahan Ke-1V diamanatkan bahwa pengelola Negara Indonesia
berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat/umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut serta dalam melaksankan ketertiban dunia.

Melalui konsepsi di atas intelijen memiliki peran yang penting di dalam sektor
keamanan untuk memberikan ramalan/kewaskitaan, peringatan dini (early warning)
dan pendeteksian dini terhadap ancaman/gangguan yang mengancam keamanan
nasional, melalui hasil analisa yang cepat, terkini, komprehensif dan akurat kepada
pembuat kebijakan sehingga menjadi bahan/acuan bagi penentuan kebijakan dalam
menjalankan pengelolaan negara di bidang keamanan, sesuai dengan tujuan
bernegara.

Di dalam Undang-Undang No0.17/2011 tentang Intelijen Negara, intelijen
memiliki peran untuk melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan
peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan

terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam/menggangu
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kepentingan dan keamanan nasional. Peran intelijen negara sangatlah vital dalam
memberikan informasi terkini, akurat, cepat dan komprehensi terkait dengan jaminan
keamanan dan tegaknya hukum (law enforcement) di dalam negara hukum
demokratis, untuk itu peran intelijen harus di dalam koridor kepastian hukum,
memastikan keadilan seluruh warga negara, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip
demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Peran intelijen di dalam sistem keamanan
nasional adalah lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, untuk itu harus
menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pasca perang dingin, dunia yang
multi-polar atau non-polar dan era demokratisasi segala bidang. Hal ini termasuk
menyesuaikan metode kerja, budaya kerja, dan difrensiasi serta spesialisasi fungsi
dengan kondisi tersebut.*®

Intelijen harus mampu berperan untuk menjadi pusat data intelijen strategis
dalam menilai, mengidentifikasi, menganalisa, serta memberikan informasi-informasi
yang berisi indikasi-indikasi sifat dan bentuk ancaman baik secara potensial dan
aktual dan serta peringatan dini (early warning) kepada pengambil kebijakan di
dalam keamanan nasional, agar mampu diambil kebijakan yang cepat dan akurat
untuk menghindari pendadakan strategis demi keselamatan warga negara, bangsa, dan

eksistensi negara.’’

% Arthur S. Hulnick, Indications and Warning for Homeland. Security: Seeking a New
Paradigm, Journal Intelligence and Counterintelligence, Routledge: Taylor & Francis Group, Vol: 18
No:4, 2007, him 600.

%" Ibid, him. 592-593.
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Kini intelijen mendapat tantangan yang serius, dari peran media massa atau
media elektronik yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan, menilai dan
menyebarkan informasi secara cepat, terkini, dan memiliki akurasi mendekati
sempurna, untuk itu intelijen harus secara se-cermat mungkin menggunakan sumber
terbuka ini agar mampu mengolah dan mendistribusikan informasi yang rasional,
terkini, akurat dan teruji bagi pembuat kebijakan.*®

Di samping itu juga merumuskan definisi kepentingan dan keamanan nasional
secara jelas, serta membangun sistem keamanan nasional secara terpadu adalah suatu
keharusan dan kebutuhan yang primer, agar setiap aktor keamanan mampu bekerja
secara optimal dalam menjaga pertahanan negara, keamanan dalam negeri serta
tegaknya hukum dan ketertiban (law and order), serta hubungan luar negeri yang
sejalan dengan semangat perdamaian.

Telah diuraikan pada paragraf sebelumnya bahwa keamanan nasional
merupakan suatu kondisi dinamis, yang merupakan rasa aman, rasa sejahtera yang
terlindungi oleh hukum dan ketertiban serta rasa damai yang dirasakan secara nyata
oleh setiap individu/warga negara disatu sisi, dan di sisi yang lain kondisi tersebut
adalah merupakan tugas dan kewajiban pemerintah/pengelola negara untuk
mewujudkan melalui segenap potensi dan kemampuan. Dalam melindungi
kepentingan nasional itu, penyelenggara negara menyelenggarakan sistem keamanan
nasional, dimana terbagai menjadi tiga gugus tugas yakni; (i) tugas pertahanan

negara; (ii) tugas memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

% Ibid, hlm. 593-607.
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bangsa; dan (iii) tugas mewujudkan perdamaian dunia dan ketertiban dunia (tugas
diplomasi). Tugas pertahanan negara merupakan domain Tentara Nasional Indonesia
(TNI), untuk menegakan kedaulatan negara, serta menangkal ancaman kekuatan
militer dari luar negeri, sebagai perwujudan external souvereignty, tugas memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian dari
tugas penyelenggara negara untuk menegakkan rule of law atau law and order
(keamanan dalam negeri) serta menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Peran intelijen tentu sangat berkaitan erat dengan tujuan intelijen tersebut,
maka tujuan intelijen menentukan terlaksananya tujuan dari pendirian dari Negara
Republik Indonesia atau terwujudnya kepentingan nasional. Secara konstitusional
tujuan intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisa,
menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini
untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk, dan sifat ancaman yang
potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta
peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.*

Melalui rumusan yang memiliki kekuatan hukum ini, intelijen memiliki tujuan
dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat ancaman baik secara potensial
maupun aktual terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Thomas C. Bruneau
dan Steven C. Boaz, menjelaskan tujuan dari intelijen tersebut yakni; pertama dan
terpentimg, bahwa untuk memberikan suatu informasi bagi pembuat kebijakan, dan

yang kedua adalah untuk memberikan dukungan operasi, baik untuk militer,

% pasal 5 Undang-Undang No.17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara

47



kepolisian, atau secara rahasia, demi tercapainya tujuan akhir yakni keamanan dari
suatu negara. Maka tujuan intelijen ini diwujudkan dalam empat fungsi intelijen,

yakni; collection, anlysis, counterintelligence, dan covert-action.*’

3. Ruang Lingkup Intelijen Negara

Ruang lingkup intelijen negara selalu berkaitan dengan fungsi atau kegiatan
dari intelijen tersebut. Secara teoritis, ruang lingkup intelijen galibnya meliputi
intelijen domestik atau dalam negeri dan intelijen luar negeri. Ruang lingkup intelijen
domestik diselenggarakan oleh dinas-dinas intelijen keamanan dalam negeri dan
intelijen penindakan hukum atau yustisi. Sedangkan ruang lingkup intelijen luar
negeri, diselenggarakan oleh dinas intelijen luar negeri dan/atau dinas intelijen
strategis. Demi tercapainya tujuan intelijen yakni; memberikan informasi strategis
untuk terselenggaranya keamanan nasional dan pendeteksian dini ancaman yang
mengancam
keamanan nasional, secara efektif dan efisien, serta menjamin demokratisasi dan hak
asasi manusia, maka organisasi dinas-dinas intelijen domestik dan intelijen luar

negeri harus terpisah. Dapat diartikan dinas intelijen domestic tidak melakukan

2 Thomas C. Breneau and Steven C.Boraz, Intelligence Reform: Balancing Democracy and
Effectivenes, Austin : University of Texas Press, 2007, him 7
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kegiatan intelijen di dalam ruang lingkup intelijen luar negeri, dan begitu dengan
sebaliknya.*!

Dalam prakteknya, dapat ditempatkan di dalam kementrian luar negeri atau
kementrian pertahanan. Dalam menjalankan fungsi intelijen luar negeri, diberikan
kewenangan untuk melakukan kegiatan kontra intelijen atau kontraspionase, untuk
menangkal ancaman eksternal (negara maupun non-negara) yang secara nyata
melakukan tindakan yang mengancam keamanan nasional. Kewenangan untuk
melakukan kegiatan kontra-intelijen, tidak dapat diberikan kepada intelijen domestik
atau dalam negeri. Hal ini dikarenakan di dalam negara hukum yang demokratis,
intelijen negara dilarang memata-matai rakyat atau warga negaranya sendiri. terlebih
lagi, intelijen negara difungsikan untuk menjadi intelijen politik yang digunakan oleh
penguasa untuk memata-matai lawan politiknya.

Dalam tataran strategis ini, fungsi intelijen yang harus dipisahkan secara tegas
adalah fungsi intelijen sipil dan intelijen militer. Intelijen sipil harus diletakan pada
lini pertama sistem keamanan nasional atau System peringatan dini negara, serta
ditempatkan di bawah kementrian/departemen teknis yang relevan dan berperan
sebagai regulator. Sedangkan intelijen militer yang melakukan kegiatan intelijen
tempur, melekat pada satuan tempur tentara (dalam hal ini adalah Tentara Nasional
Indonesia) yang memiliki kewenangan untuk melakukan tactical intelligence atau

intelijen taktis.

*t Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, Intelijen: Velox et Exactus, Pacivis Ul
& Kemitraan, Jakarta, 2006, him 55
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Selanjutnya pada tataran strategis juga, fungsi intelijen domestik, harus
dibedakan juga antara intelijen domestik yang terfokus pada keamanan dalam negeri
(KAMDAGRI) dan intelijen penegakan hukum atau yustisi. Secara empiris di
Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN) berperan sebagai intelijen dalam
negeri yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini, yang tidak memiliki
kewenangan dalam penindakan hukum. Sedangkan intelijen penindakan atau
penegakan hukum atau yustisi dijalankan oleh dinas intelijen yang ada pada lembaga
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berperan sebagai intelijen dalam negeri yang
merupakan bagian dari sistem peringatan dini, yang tidak memiliki kewenangan
dalam penindakan hukum. Sedangkan intelijen penindakan atau penegakan hukum
atau yustisi dijalankan oleh dinas intelijen yang ada pada lembaga Kepolisian
Republik Indonesia (POLRI).

Kejaksaaan Agung Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN),
Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dan lain-lain. Fungsi
intelijen penegakan hukum tidak dapat dialinkan ke anggota intelijen lainnya, karena
hal ini berhubungan dengan sistem penegakan hukum dalam kerangka law and order
dan/atau rule of law. Maka kebutuhan operasional anggota intelijen untuk melakukan
penindakan dini ditenggarai dengan pembentukan mekanisme koordinasi kerja yang
lebih efektif, bukan dengan memberikan kewenangan ekstra di bidang penegakan
hukum.

Ruang lingkup selanjutnya adalah pada tataran operasional, dalam tataran

operasional intelijen berperan di dalam memberikan peringatan dini di sektor
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keamanan dan memberikan suatu ramalan atau kewaspadaan (foreknowledge) bagi
pembuat kebijakan di sektor pertahanan negara. Maka dari itu, kegiatan intelijen
dalam memberikan peringatan dini merupakan bagian dari sistem peringatan dini,
kegiatan intelijen ditujukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menilai informasi-
informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ancaman terhadap keamanan
nasional. Sedangkan kegiatan intelijen di dalam memberikan suatu ramalan atau
kewaspadaan bagi pembuat kebijakan, intelijen merupakan bagian dari sistem
pertahanan negara, kegiatan intelijen ditujukan untuk menghasilkan pusat data dan
melalui analisis strategis yang mendalam mengenai motif, tujuan, identitas, struktur
organisasi, sumber dukungan, dan kelemahan dari sumber-sumber ancaman potensial.

Setelah memberikan gambaran ruang lingkup pada tataran strategis dan
tataran operasional, maka tataran terakhir dari ruang lingkup intelijen adalah pada
tataran taktis. Pada tataran taktis, intelijen terbagi dalam wilayah operasi intelijen
yang dihubungkan dengan tugas-tugas yang lebih spesifik. Hal ini berkaitan erat
dengan tipe kegiatan intelijen tersebut, yakni kegiatan intelijen positif dan kegiatan
intelijen agresif. Dengan kegiatan intelijen yang terbagi dalam wilayah operasi
intelijen, yang dihubungkan dengan tugas yang spesifik. Maka kegiatan intelijen
bergerak dalam kekhususan-kekhususan bidang, dapat diambil contoh: bahwa
intelijen kepolisian mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka
mewujudkan keamanan dalam negeri, atau intelijen kejaksaan melaksanakan kegiatan
intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan

tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di
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bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut
menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.*

Untuk di bidang strategis atau kekhususan dalam memperoleh informasi
strategis, intelijen dapat melancarkan operasi intelijen terpadu di luar dan di dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dengan sasaran obyek maupun subyek
informasi asing, baik sipil maupun militer. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh
kementrian relevan terkait baik kementrian luar negeri atau pertahanan, dengan nama
Badan Intelijen Strategis. Sedangkan kegiatan intelijen dalam operasi militer, yang
melekat pada satuan tempur, disebut dengan intelijen militer. Intelijen militer pada
galibnya mendukung suatu operasi militer yang dijalankan oleh satuan tempur tentara
(dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia/TNI), dan menjalankan fungsi intelijen
taktis).

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ruang
lingkup intelijen negara meliputi; (i) intelijen dalam dan luar negeri; (ii) intelijen
pertahanan dan/atau militer; (iii) intelijen kepolisian; (iv) penegakan hukum; dan (v)
intelijen kementrian/non-kementrian. Melalui rumusan ruang lingkup intelijen di
dalam undang-undang tentang intelijen negara, maka ruang lingkup kegiatan atau

fungsi intelijen telah memiliki dasar hukum yang jelas. Hal telah memperbaiki

*2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpres
No.52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Perpres No.38 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
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kondisi yang pernah terjadi di masa otoritarian orde baru, dimana di masa itu tidak

ada pembedaan ruang lingkup fungsi atau kegiatan intelijen negara.

D. Tinjauan Umum Kejaksaan
1. Pengertian Kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksankan secara merdeka
tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004 bahwa:

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah".

Kejakasaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya
serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh Kkarena itu,
kejaksaan dalam melaksanakan “fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari
pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.*

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung
jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan
keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai
suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus
memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi

dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal

18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa:

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia
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"Jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan
yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam
melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut Pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang
wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda".

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di
Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa
kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah:

a. Dhyaksa;
b. Adhyaksa;
c. Dharmadhyaksa.*!

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku
pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat
sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan
telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur
keseimbangan masyarakat.

2. Tugas dan wewenang Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban
masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya
dengan semestinya. Jaksa memilki kedudukan sebagai apparat penegak hukum
sehingga jaksa memilki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur

tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan

penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi

* Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan FFungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta,
Gramedia, 2005, him 7-15
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kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam

melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut

Umum yang terdiri dari:

a.

b.

Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau
penyidik pembantu;

Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan
lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan
oleh penyidik;

Membuat surat dakwaan;,

Melimpahkan perkara ke pengadilan;

Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan
waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada
terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah
ditentukan;

Melakukan penuntutan;

Menutup perkara demi kepentingan hukum;

Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab
sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi

dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak

dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut

mengatur sistem tertutup.

Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia:

1) Bidang Pidana

a. Melakukan penuntutan;
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b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

undang-undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum

a.

b.

e.

f.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

Pengawasan peredaran barang cetakan;

Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
dan negara;

Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”

3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus

dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.*’

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejakasaan Negeri

memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada 30 UU Nomor 16 tahun 2004

% pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejakasaan Republik Indonesia
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dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban
dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek
kesusilaan demi perikemanusian dan nhorma-norma agama.

Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut umum dapat
memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempakan seperti rumah sakit, tempat
perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai denga kondisi terdakwa dikarenkan
kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang
dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya.

Pada Pasal 32 juga menyebutkan bahwa kejaksaan juga dapat menerima
bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus
wewenangnya untuk dapat mempermudahkan tugas kejaksaan dalam memeriksa
saksi dan alat bukti.

3. Kedudukan Kejaksaan

Dalam Pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka” dapat diartikan bahwa penuntut
umum dalam melaksankaan fungsi, tugas dan wewenanag tersebut tanpa adanya
campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya.
kejaksaan agung berkedudukan di ibu kota Negera Republik Indonesia dan daerah
hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia. Kedudukan kejaksaan
sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai
penuntut yang bersifat dualistic sebagai berikut:

a. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada

Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah;
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b. Secara fungsional dalam melaksankan penuntutan di pengadilan yaitu
memperhatikan asas asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak
hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi
maupun  kekuasaan lainnya dalam menjalnkan  fungsinya harus

memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.

E. Korupsi dalam Perspektif Islam

Sebagaiman kita ketahui bersama, korupsi saat ini dinyatakan sebagai
kejahatan luar biasa (extra ordinary) sehingga ada Undang-undang khusus bagi
pelaku korupsi yaitu Undang-undang Anti Tipikor (UU Anti Tindak Pidana Korupsi).
Biasanya orang menyebut pelaku korupsi dengan scbutan ‘“pejabat berkerah
putih/pejabat berdasi” jika pelakunya pejabat dan dilambangkan dengan gambar
“tikus yang sedang menggrogoti mangsa” sehingga mangsanya hancur tercabik-cabik.
Negara yang sering digrogoti oleh para koruptor nasibnya akan sama sepaerti
perumpamaan tersebut yaitu hancur dan rusak tatanan ekonominya. Lagi-lagi rakyat
yang menanggung akibatnya karena hanya rakyatnya yang semakin miskin sedangkan
pejabatnya kaya raya sendiri.

Semua ini terjadi karena di negeri yang kaya raya ini, dikenal religius dan
mayoritas beragama Islam, korupsi sudah mendarah daging, berlangsung secara

sistemik dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit diusut. Untuk itu, diperlukan
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upaya maksimal, dahsyat dan usaha yang luar biasa untuk memberantasnya. Tidak
cukup hanya dengan membuat UU Anti Tipikor tetapi yang lebih penting adalah
menyegarkan kembali Islam ke lubuk hati umatnya untuk diamalkan dalam praksis
kehidupan. Karena disanalah sumber dari etika/moral/akhlag yang akan
mengembalikan umat ke arah perbaikan.

Kiranya perlu memahami kembali bagaimana pandangan Islam tentang
perbuatan korupsi, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena bertentangan
dengan magqasid al-shari’ah yaitu Hifz al-mal (terpeliharanya harta rakyat dari
penyelewengan). Dari sinilah Ulama’ Klasik maupun Kontemporer sepakat bahwa
perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip magasid al-
shari’ah dengan alasan sebagai berikut:*

1) Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang
berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik
(rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya. Periksa QS.Ali Imran:161
yang artinya:

- w [ z- z - €
@ Al sy B b 3T 25 35 giu'ﬁf‘ifi
Jm“?.’.’u).lbﬁr’i; S I
Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta
rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan

rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan
membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan

“6 Setiawan Budi, Figh Aktual, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, him. 20-21
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2)

diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan
yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa yang diriwayatkan
oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil
rampasan perang hilang. Sudah dicari kemana-mana ternyata tidak ditemukan
dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan perang ini
seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini
menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang
lancing berkata,”mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk
dirinya.

Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak
mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta public (rampasan
perang). Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta
milik negara, maka kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan
segala amal yang didapat dengan cara korupsi tidak diterima oleh Allah Swt.
Teladan ini dipraktikkan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Abdul ‘Aziz (63-102 H)
yang memerintahkan puterinya supaya mengembalikan kalung emas kepada
negara padahal kalung tersebut merupakan hibah dari pengawas
perbendaharaan negara (bayt al-mal) karena jasa-jasa beliau selama menjabat
khalifah.

Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk

memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu
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3)

merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan.
Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan

termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram.

L]

s

_....\

o dis dstell a1, 53 ¥ T 20k 2 i 1T L3S
él .ﬂ-?'.—.o ;“_.l;:EI

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah
dan RasulNya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu
mengetahui. (QS.al-Anfal: 27).

Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri

sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah

harta public yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan

kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di

akhirat.

T A Sty f*'”*" b SLNTGEDE

(O Fy

Artinya: Maka berselisihlanh golongan-golongan yang terdapat diantara
mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim
yaitu siksaan yang pedih. (QS.al-Zukhruf: 65).
Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan
untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk

membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang

memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam
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4)

seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada
prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu,
merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak
berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan.

Kolusi; Perbuatan ini termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan
sekongkol seperti memberikan fasilitas negara kepada yang tidak berhak
dengan melakukan deal-deal tertentu, lobi-lobi seperti menerima suap
(hadiah), dari pihak-pihak yang diuntungkannya. Perbuatan ini sangat

dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah Saw.

BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana

Korupsi

1. Eksistensi Unsur Intelijen Pada Lembaga Kejaksaan dalam Penegakan

Hukum di Indonesia

Dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

dinyatakan: Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait
dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan

berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja
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untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan
penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Berdasarkan kepada definisi intelijen dalam ketentuan UU No. 17 Tahun 2011
tersebut, diketahui bahwa konsep intelijen terkorelasi langsung dengan konsep
keamanan nasional, dimana intelijen dipandang sebagai sebuah alat pencegahan,
penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman bagi keamanan nasional.
Ketentuan tersebut juga memandang intelijen dalam pendekatan fungsi dan
organisasi, dimana konsep intelijen sudah dilihat sebagai satu kesatuan fungsi yang
berjalan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, pemaknaan terhadap intelijen pun
haruslah dilihat dalam kerangkan fungsi dan organisasi dari intelijen itu sendiri.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 butir ke-2 UU No. 17 Tahun 2011 dinyatakan:
“Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari
sistem keamanan nasional yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan
fungsi dan kegiatan Intelijen Negara”. Berangkat dari ketentuan tersebut, intelijen
negara dipandang memiliki kedudukan dalam sistem keamanan nasional dan
merupakan penyelenggara dari fungsi dan kegiatan intelijen negara. Intelijen
merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara.
Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan,
perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang

berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.*’

" Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, Op.Cit, 2008, him. 1
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Sebagai perbandingan, Undang-Undang No0.17/2011 tidak mengatur dan
menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai fungsi dan/atau kegiatan intelijen seperti
yang dijelaskan atau dijabarkan secara komprehensif di dalam Rancangan Undang-
Undang Intelijen Negara yang diajukan oleh Kelompok Pacivis. Di dalam Undang-
Undang No0.17/2011 juga tidak memberikan batasan atau parameter penggunaan
fungsi pengamanan dan/atau penggalangan yang ada pada intelijen negara.
Selanjutnya, bahwa fungsi intelijen negara juga berkaitan terhadap ruang lingkup
intelijen. Pada dasarnya fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen
seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No.17/2011 tentang Intelijen Negara,
Pasal 7 meliputi sebagai berikut ini; (i) intelijen dalam negeri, (ii) intelijen luar
negeri, (iii) intelijen pertahanan/militer, (iv) intelijen kepolisian, (iv) intelijen
penegakan hukum/yustisi, dan (v) intelijen kementrian/non-kementrian.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering
ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering
disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan
dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering
disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam
arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule

and the ruled).®

*8 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998,
him. 35-36
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Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak
berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc
van Maarseven disebut sebagai "blote match”,*® sedangkan kekuasaan yang berkaitan
dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni
wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-
kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat
oleh Negara.”®

Kewenangan hams dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi),
sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian,
pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan
tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi
pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat.
Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan
olen hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan
tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.*

Legalitas yang dimiliki oleh Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

adalah sah (konstitusional). Hal ini berarti Kejaksaan merupakan lembaga yang

9 Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia,
Suatu Penelitian SegiSegi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Surabaya:
Universitas Airlangga, 1990, him. 30

% A, Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat
Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 1990, him. 52

> AM. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan
Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006,
him. 219
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diakui secara sah dalam Pemerintahan Republik Indonesia begitupula dengan
kewenangan-kewenangan yang dimilikinya menjadi konstitusional artinya memiliki
landasan hukum yang kuat dan mengikat. Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki
oleh Kejaksaan terutama berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan adalah kewenangan yang resmi yang dibebankan untuk Kejaksaan dan
merupakan tugas pokoknya.

Dalam konteks politik hukum, posisi Kejaksaan dalam konstelasi
ketatanegaraan sebelum dan setelah Indonesia merdeka hingga dewasa ini sangat
dipengaruhi oleh beragam kepentingan, misalnya pengaruh penguasa yang berlindung
di balik Undang-undang. Pada sisi lain, Kejaksaan sebagai bagian dari masyarakat,
harus mengindahkan juga nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah
masyarakat. Artinya, kepentingan politik penguasa dan nilai-nilai yang dianut sebagai
pandangan hidup masyarakat sangat mempengaruhi kedudukan Kejaksaan.

Fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan
perkara lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, tetapi sebagai
alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak rakyat atau masyarakat. Martin
Basiang mengatakan bahwa “sorotan tajam masyarakat tersebut tidak sepenuhnya
dapat disalahkan mengingat kedudukan Kejaksaan oleh undang-undang dinyatakan

sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan penuntutan”.>

%2 Martin Basiang, The Contemporary Law Dictionary (First Edition), Red & White
Publishing, 2009, him 77
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Hal yang paling penting bagi sebuah proses sistem adalah keseimbangan
potensi dan fungsi masing—masing komponennya. Kerusakan salah satu komponen
dapat merusak keseimbangan global, dan karenanya juga akan berpengaruh terhadap
perwujudan suatu tujuan sistem. Hakekat suatu pembangunan sistem adalah
pembangunan terhadap komponen-komponen hukum.

Kedudukan sentral Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di
Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang
teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem
lainnya untuk mencapai tujuan dari suatu sistem hukum.

Kejaksaan sebagai suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang
menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain.
Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat
fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai
penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu
digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan
lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik
tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Tugas pokok Kejaksaan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, dalam bidang pidana, yaitu:
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a. Melakukan penuntutan

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-
undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.>®
Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen

Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, SR menjelaskan bahwa Kejaksaan di bidang
Intelijen Yutisial dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen yang merupakan unsur
pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang Intelijen
Yustisial serta bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Intelijen Yustisial
Kejaksaan adalah kegiatan dan operasi intelijen umum dengan menitikberatkan atau
beraspek utama di bidang Yustisial (baik tujuan, sasaran dan landasan kegiatan)
mempunyai perbedaan dengan intelijen umum hanya dalam penerapan sistem dan

metodenya disesuaikan dengan sasaran tugas pokok dan fungsi intelijen dalam

%% pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia.

68



mendukung, mengamankan pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban organisasi
kejaksaan. Diperuntukkan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi.>*

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-
225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor: Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 129 disebutkan bahwa Jaksa Agung
Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas
dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial.>®

Pasal 130 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep—
225/A/J.A/05/2003 dinyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas
dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik,
ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum untuk mendukung
kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif,
melaksanaan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum
serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Pada
dasarnya peran intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan tugas
bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan seperti Pidana Khusus (Pidsus), Pidana

Umum (Pidum), Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan dan

* Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar, Pada Tanggal 12 Oktober 2021

> pasal 129, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep— 225/A/J.A/05/2003
tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/A/J.A/10/1999
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
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Pembinaan. Intelijen Kejaksaan merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan-kegiatan
intelijen yang untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.*®

Pada dasarnya Intelijen harus mampu berperan untuk menjadi pusat data
intelijen strategis dalam menilai, mengidentifikasi, menganalisa, serta memberikan
informasi-informasi yang berisi indikasi-indikasi sifat dan bentuk ancaman baik
secara potensial dan aktual dan serta peringatan dini (early warning) kepada
pengambil kebijakan di dalam keamanan nasional, agar mampu diambil kebijakan
yang cepat dan akurat untuk menghindari pendadakan strategis demi keselamatan
warga negara, bangsa, dan eksistensi negara.”’

Peran intelijen tentu sangat berkaitan erat dengan tujuan intelijen tersebut,
maka tujuan intelijen menentukan terlaksananya tujuan dari pendirian dari Negara
Republik Indonesia atau terwujudnya kepentingan nasional. Secara konstitusional
tujuan intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisa,
menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini
untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk, dan sifat ancaman yang
potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta

peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.*®

% Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar, Pada Tanggal 12 Oktober 2021

> Arthur S. Hulnick, Op.Cit, 2007, him 600

%8 pasal 5 Undang-Undang No.17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara
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Selain itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No-552/A/JA/10/2002 tanggal
23 Oktober 2002 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan, dinyatakan
bahwa Bidang Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di
bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan
untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif
maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan
ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah
hukum Kejaksaan yang bersangkutan.*®
Kedudukan, tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Intelijen
diatur pada Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 146 berdasarkan Peraturan Jaksa Agung
Rl Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia.
Pasal 144%°
1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam
melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang intelijen,
bertanggung jawab kepada Jaksa Agung;
2) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda
Intelijen.
Pasal 145
1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang
melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan.
2) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan

untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan
hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi,

% Keputusan Jaksa Agung No-552/A/JA/10/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang
Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan

% peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
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keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah

tangkal terhadap orang tertentu dan/ atau turut menyelenggarakan ketertiban

dan ketenteraman umum.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 145, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan
fungsi:

1) perumusan kebijakan di bidang intelijen;

2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen;

3) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam
maupun di luar negerti;

4) memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di
lingkungan Kejaksaan;

5) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang
intelijen; dan

6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Peran Jaksa dalam peradilan pidana sangat luas meliputi seluruh tahap
penanganan perkara pidana yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap
pemeriksaan di sidang pengadilan, tahap upaya hukum dan tahap eksekusi. Dalam
tahap penyidikan, untuk tindak pidana umum jaksa berperan melakukan kegiatan
prapenuntutan terhadap hasil kegiatan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan
penyidik lainnya, untuk tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. Dalam
tahap penuntutan jaksa berperan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri
yang disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan. Dalam
tahap pemeriksaan di sidang pengadilan jaksa berperan membuktikan dakwaannya
terhadap terdakwa.

Intelijen Kejaksaan secara umum mempunyai tugas melakukan kegiatan

intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan

pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan
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keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut serta
menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan
pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang
bersangkutan.

Adapun fungsi dari seksi intelijen adalah sebagai berikut: 1) Penyiapan
perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan
dan pengamanan teknis; 2) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan
pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka
kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menangulangi
hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya; 3) Pelaksanaan
kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan,
keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan
mengendalikan kekaryaan di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan; 4)
Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan
materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama
dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat
intelijen.

Proses penanganan tindak pidana haruslah dimulai dari proses “penyelidikan”
karena penyelidikan sendiri merupakan sub fungsi dari penyidikan. Ketika proses
penyelidikan ini berlangsung, peran dari badan “Intelijen Yustisial Kejaksaan untuk
menggali informasi dalam proses penyelidikan sangat dibutuhkan. Intelijen ini

merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara.
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Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan,
perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang
berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional.**

Agar dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka
Intelijen Yustisial Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata
rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data,
kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan
dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi
tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen
kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna
menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana khusus atau
bukan.®?

Kejaksaan merupakan pranata publik penegak hukum selain Kepolisian, yang
dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses
peradilan. Intelijen sebagai produk ini adalah sebagai output dari hasil kegiatan
penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang dilakukan oleh organisasi, badan,
dinas atau satuan kerja intelijen. Intelijen sebagai produk atau produk intelijen itu

adalah karya tulis dibidang intelijen yang berisi gambaran hasil yang telah dicapai

% Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar, Pada Tanggal 12 Oktober 2021

62 Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar, Pada Tanggal 12 Oktober 2021
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dalam menjabarkan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan disamping
produk intelijen yang tercermin dalam hasil yang dicapai dalam operasi intelijen.
Produksi intelijen dan produk intelijen sebagai karya tulis intelijen atau tulisan
intelijen ini merupakan produk penting dalam administrasi intelijen serta merupakan
mata rantai yang dapat memperlancar pelaksanaan fungsi intelijen penyelidikan,
pengamanan dan penggalangan dimana karya tulis atau tulisan intelijen ini dapat
berupa tulisan, simbol atau grafis yang dibuat atau dikeluarkan oleh satuan kerja
intelijen yang melaksanakan kegiatan intelijen.®®

Dalam teori penegakan hukum, terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor
yang ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri,
petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu
kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi
(kaitan proposionil) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan
hukum dapat berjalan dengan baik.®* Dalam hal ini dikorelasikan dengan teori
intelijen, dengan memposisikan intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan
nasional, maka tercipta hubungan interaksi antara intelijen dan negara. Interaksi
antara intelijen dan negara inilah yang kemudian menciptakan konsep intelijen
negara. Jika mengacu kepada konstruksi teoritik pembangunan tipe ideal intelijen
negara, maka dalam teori intelijen terdapat 2 tipe ideal intelijen negara yang

diturunkan dari analisa Gill dan Bar Joseph terhadap dimensi-dimensi pembentuk

8 Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar, Pada Tanggal 12 Oktober 2021
%4 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, 2009, hlm. 17
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intelijen negara, yaitu tipe ideal intelijen negara dalam rezim otoriter dan tipe ideal

intelijen negara dalam rezim demokratik.

2. Implementasi Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap
Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan
istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering
mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu
undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau
tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran
dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwva hukum pidana. Tindak pidana
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam
lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat
ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang
dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.®

Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam pula
mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat
harus dituntut dan dipidana. Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan

melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan

8 Kartonegoro, Op.Cit, him 62
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tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan
tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai
Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti
yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa
unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan
sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan
menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan
dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi
ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Banyaknya pelaku Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat
negara atau aparat Pemerintah saat ini masih terus terjadi di Negara Indonesia,
walaupun peningkatan upaya-upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus
dilakukan dan menjadi titik konsentrasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
dalam upaya Penegakan Hukum. Substansi utama dari tuntutan dalam mewujudkan
tatanan “Good Governance” dan “Clean Government” tersebut bermuara pada seruan
pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pengelolaan BUMN/BUMD. Semua kalangan juga sepakat bahwa salah satu
instrumen yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tipikor adalah sistem

hukum dan proses peradilan yang obyektif, tidak memihak, transparan dan konsisten.
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Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) perlu adanya dukungan
dan penguatan eksternal dan internal dari lembaga penegak hukum (Kepolisian,
Kejaksaan, KPK maupun Pengadilan). Penguatan eksternal bersumber dari
terciptanya Konsensus Nasional tentang strategi dan pendekatan penanganan tindak
pidana korupsi secara optimal dan dapat diterima masyarakat luas. Pada aspek
penguatan internal, KPK bersama Kejaksaan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
perlu segera menindaklanjuti Konsesus Nasional dengan menyusun suatu Rencana
Aksi atau tindakan yang meliputi penyiapan dan pengembangan.

Faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan korupsi, maka secara garis
besar dapat ditarik suatu pendapat, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan
korupsi dapat dikatagorikan menjadi 3 (tiga), yaitu: a) Melakukan korupsi karena
suatu kebutuhan (Corruption by needs); b) Melakukan korupsi karena serakah dan
tamak (Corruption by greeds); ¢) Melakukan korupsi karena kesempatan (Corruption
by Opportunities).®®

Definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) Pasal dalam Undang-
undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan kedalam
30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut

menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bias dikenakan sanksi

% A.Kurniawan, Korupsi di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengendalian
Intern, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2015, him 41
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pidana karena korupsi. Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada
dasarnya dapat dikelompokkan atau dikualifikasikan kedalam 7 (tujuh) delik, yaitu
sebagai berikut:

a) Kerugian keuangan Negara;

b) Suap-menyuap;

c) Penggelapan dalam jabatan;

d) Pemerasan;

e) Perbuatan curang;

f) Benturan kepentingan dalam pengadaan;

g) Gratifikasi.

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ruang
lingkup intelijen negara meliputi; (i) intelijen dalam dan luar negeri; (ii) intelijen
pertahanan dan/atau militer; (iii) intelijen kepolisian; (iv) penegakan hukum; dan (v)
intelijen kementrian/non-kementrian. Melalui rumusan ruang lingkup intelijen di
dalam undang-undang tentang intelijen negara, maka ruang lingkup kegiatan atau
fungsi intelijen telah memiliki dasar hukum yang jelas. Hal telah memperbaiki
kondisi yang pernah terjadi di masa otoritarian orde baru, dimana di masa itu tidak
ada pembedaan ruang lingkup fungsi atau kegiatan intelijen negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SR bahwa sesuai dengan penanganan
perkara tindak pidana korupsi secara garis besar Intelijen Kejaksaan memiliki 3
peranan, yang pertama dalam upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan

tindak pidana korupsi, kedua dalam upaya preventif atau pencegahan tindak pidana
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korupsi dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah (TP4D), dan ketiga yaitu dalam pencarian buronan Kejaksaan
atau Pengadilan. Adapun peran yang dilaksanakan Intelijen Kejaksaan yaitu sebagai
berikut:®’
1) Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan (Upaya
Represif)

Pengertian Penyelidikan Intelijen, berdasarkan Pasal 1 angka 9
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-024/A/JA/08/2014
Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia:

“Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah
serangkaian Upaya, Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara
terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan
mengolah informasi menjadi Intelijen serta menyajikannya sebagai bahan
masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.”

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Intelijen Kejaksaan dibagi
dalam beberapa tahap yaitu: Tahap Penerimaan Informasi dan Penyelidikan
Awal, Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan,
Tahap Pengolahan Data, Tahap Penyampaian dan Penggunaan Data.

a) Penerimaan Informasi Laporan dan Penyelidikan Awal
Bentuk-bentuk penerimaan Informasi atau Laporan:

a. Diterima langsung di Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan

Pengaduan Masyarakat;

¢ Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar, Pada Tanggal 12 Oktober 2021
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b. Surat;

c. Kliping Pers;

d. Temuan LSM;

e. Temuan Intelijen Kejaksaan.

Menurut Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar yaitu SR, bahwa penyelidikan dilakukan Setelah
mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana
dari sumber yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana
korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri
untuk melakukan penyelidikan permulaan di tempat mendapatkan
informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini
dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan
untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang
dilakukan.®®

b) Tahap Prencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan
a. Perencanaan
Berdasarkan Pasal 1 poin 18 Peraturan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan

Republik  Indonesia  menyebutkan ~ bahwa  Rencana

% Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar, Pada Tanggal 12 Oktober 2021
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Penyelidikan Intelijen adalah persiapan untuk melaksanakan
penyelidikan, yang disusun secara cermat mengenai segala
sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen
berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan.

Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah
menerima petunjuk/perintan dari Pimpinan Kejaksaan yang
digunakann sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok
di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen,
sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna
mendapatkan hasil yang maksimal.

. Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan
yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan
kegiatan pengumpulan data atau bahan keterangan. Untuk
mendapatkan data atau bahan keterangan yang tepat guna dan
tepat waktu sesuai kepentingan penyelidikan maka diperlukan
taktik dan teknik yang sesuai dalam pengumpulan keterangan.
Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen

Kejaksaan menurut SR yaitu melalui kegiatan penyelidikan
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secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun tekniknya
adalah sebagai berikut:®°

1. Penyelidikan Secara Terbuka

Penyelidikan  secara terbuka  merupakan
penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan
atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

a. Wawancara, Kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya
jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara
ini  bertujuan untuk memperoleh informasi atau
keterangan mengenai hal yang sedang diselidiki dengan
memanggil langsung atau mendatangi orang yang
dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki;

b. Observasi, Kegiatan observasi dilakukan dengan terjun
langsung ke lapangan dengan cara melakukan
peninjauan atau pengamatan. Observasi dilakukan
dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di
lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

2. Penyelidikan Secara Tertutup

Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara

rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui

% Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar, Pada Tanggal 12 Oktober 2021
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oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik undercover
melalui kegiatan:

a. Sensor, sensor dilakukan dengan cara melakukan
kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita,
dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi
ruang gerak orang tersebut.

b. Penyadapan dilakukan dengan cara nguping,
melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua
berita dan semua komunikasi yang patut untuk
dicurigai.

c. Spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan
informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak
pidana atau untuk mencuri dokumen.

d. Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan
pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang
terjadinya tindak pidana korupsi atau menyusup ke
lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak
pidana korupsi.

Di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sejauh ini telah
melaksanakan penyelidikan terkait pengumpulan data sesuai
dengan standar operasional menurut peraturan tertulis baik

secara terbuka maupun tertutup dengan metode yang ada.
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Pengumpulan data secara tertutup lebih dominan dilakukan
karena secara terbuka sering menemui kendala.”
c) Tahap Pengolahan Data
Kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan
dari hasil pengumpulan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan
yang telah diterima diolah melalui proses pencatatan, penilaian dan
penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih
merupakan bahan mentah ditransformasikan menjadi intelijen. Proses
pengolahan bahan keterangan menjadi intelijen dilakukan secara terus
menerus melalui kegiatan pencatatan, penilaian dan penafsiran.
a. Pencatatan
Pencatatan merupakan kegiatan secara sistematis yang
berupa tulisan atau gambar agar memudahkan dalam kegiatan
penilaian dan penafsiran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam pencatatan:
a) Mudah untuk dicatat (dikelompokkan berdasarkan
bidang dan masalahnya);
b) Sederhana, mudah dimengerti;
c) Memungkinkan kecepatan dalam pekerjaan

penyusunan;

® Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar, Pada Tanggal 12 Oktober 2021
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d) Penyajian  keterangan yang diperlukan tidak
terpengaruh oleh situasi dan kondisi;
e) Memudahkan pelaksanaan penilaian dan penafsiran.
b. Penilaian
Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara
beriringan atau bersamaan dengan kegiatan pencatatan.
Kegiatan ini dilakukan dengan menilai suatu bahan keterangan
secara kritis, yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan
penafsiran. Penilaian adalah menentukan tingkat kebenaran
bahan keterangan dan tingkat kepercayaan sumber bahan
keterangan.
c. Penafsiran
Merupakan proses transformasi bahan keterangan
menjadi  intelijen dengan cara  mencocokkan dan
membandingkan keterangan yang satu dengan yang lainnya.
Disamping itu penafsiran juga merupakan pertimbangan yang
kritis terhadap keterangan melalui analisa, integrasi dan
penentuan kesimpulan.
1) Analisa, merupakan suatu proses pemilihan dan
penyaringan bahan keterangan yang telah dinilai baik
sumber maupun isinya serta memisahkan dari bahan

keterangan lain berdasarkan kepentingan tugas pokok.
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2) Integrasi, merupakan kegiatan mengkompilasikan
keterangan yang dipisahkan pada waktu melakukan
analisis dan menghimpunnya dengan keterangan-
keterangan lain yang sudah diketahui untuk membentuk
suatu gambaran yang logis atau hipotetis tentang suatu
masalah.

3) Kesimpulan, merupakan tahap akhir dalam proses
penafsiran  keterangan, adalah  dengan  cara
menyimpulkan hasil-hasil penafsiran data yang diolah
menjadi poin poin terperinci guna memudahkan dalam
memahami isi data atau informasi yang telah
didapatkan.”

d) Tahap Penyampaian dan Penggunaan
Penyampaian dan penggunaan merupakan tahap akhir dari
tahapan pengumpulan data intelijen, merupakan lanjutan dari langkah
pengolahan yang telah disusun dalam bentuk produk intelijen
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 poin 12 Peraturan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

bahwa “Produk Intelijen adalah Naskah Dinas yang dibuat dalam

™ Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar, Pada Tanggal 12 Oktober 2021
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bentuk tertulis yang merupakan kegiatan penyampaian, pelaporan dari
hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas
operasi intelijen yang dilakukan unsur-unsur intelijen Kejaksaan.

Penyampaian adalah kegiatan pengiriman/distribusi produk
intelijen kepada pimpinan dan unsur-unsur lain yang berkepentingan
sesuai dengan kebutuhan. Produk intelijen ini berisi masukan dan
saran dari staf/satuan intelijen kepada pimpinan untuk dijadikan bahan
pengambilan keputusan serta disampaikan pada staf lain yang
berkepentingan sebagai bahan koordinasi.

Melihat urgensinya maka intelijen yang disampaikan kepada
pimpinan dan staf lain yang berkepentingan, penyampaiannya harus
tepat waktu dan tepat alamat agar mampu menjawab tuntutan tugas
serta tetap memperhatikan faktor keamanan. Dalam pelaksanaannya
kegiatan penyampaian ini dapat disampaikan secara lisan maupun
tertulis sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan-ketentuan yang harus
diperhatikan dalam penyajian/penyampaian produk intelijen adalah:

1) Menjawab tuntutan tugas. Intelijen yang disajikan harus
menjawab tuntutan tugas yang diterima dari pimpinan dan
memuat hal-hal yang diprediksikan yang berpengaruh terhadap
keberhasilan tugas pokok;

2) Tepat waktu dalam penyampaian. Intelijen akan bernilai tinggi

apabila tidak terlambat sampai kepada pengguna;
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3) Pengguna yang tepat. Produk intelijen diberikan kepada
pejabat yang meminta (pimpinan) dan juga kepada pejabat lain
yang berkepentingan sesuai dengan tuntutan tugas.

4) Faktor keamanan. Produk intelijen ini hanya disampaikan
kepada pejabat yang benar-benar mempunyai kaitan didalam
tuntutan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Oleh sebab itu, demi menjamin kerahasiaan intelijen ini, maka
pendistribusiannya harus benar-benar selektif dan tepat sasaran untuk
menghindari kebocoran yang dapat mempengaruhi pada tugas pokok
apabila jatuh ditangan orang yang tidak berhak. Penyampaian data
yang diperoleh Intelijen Kejaksaan disampaikan Pada atasan dalam hal
ini yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Langkah selanjutnya
adalah pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dari
Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua)
kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat
penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut.
Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemerikasaan harus
dilanjutkan, maka penyelidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini
ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya

pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus. "

2 Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar, Pada Tanggal 12 Oktober 2021
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2) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri
Padang (Upaya Preventif).

Intelijen Kejaksaan selain melakukan penyelidikan tindak pidana
korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi
dengan dibentuknya Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah (TP4D). Pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi
intelijen Kejaksaan Negeri Padang dengan mengawal dan mengawasi
pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasarkan pada Keputusan
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-152/A/JA/10/2015 tentang
Pembentukan Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan
Pembangunan atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Apabila ada hal yang
memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi
maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah
terjadinya tindak pidana korupsi.”®

Tugas dan Fungsi TP4D vyaitu mengawal, mengamankan dan
mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui

upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif, dengan cara:

™ Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
Polewali Mandar, Pada Tanggal 12 Oktober 2021
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a)

b)

d)

Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah,
BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan,
pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan
pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi
dan tertib pengelolaan keuangan negara;

Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah,
BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi
dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif
TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang
tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
dan sesuai kebutuhan;

TPAD dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki
kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan
penyuluhan hukum vyang akan disampaikan kepada instansi

pemerintah, BUMN, dan BUMD."

Adapun Intelijen Kejaksaan Negeri Juga memiliki Peran dalam Pencarian
Buronan Kejaksaan atau pencarian seseorang yang berstatus Terpidana. Pencairan
tersebut dilakukan oleh Intel Kejaksaan atas perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri,

sebagai wujud wewenang Jaksa sebagai Pelaksana putusan pengadilan yang telah

™ Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-152/A/JA/10/2015 tentang
Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik
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memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut SR, terkait analisa Intelijen Kejaksaan,
Setelah Surat Perintah Tugas diterbitkan dan ditandangani Kepala Kejaksaan Negeri,
seksi Intelijen Kejaksaan melakukan serangkaian tindakan dengan membuat Analisa
Sasaran (Ansas), Analisa Tugas (Antug) dan Target Operasi (TO). Analisa Sasaran
atau yang disebut dengan Ansas, ialah analisa yang dibuat oleh pelaksana operasi
intelijen untuk mempelajari secara terperinci dan teliti tentang sasaran penyelidikan.”

Sedangkan, Analisa Tugas atau yang disebut dengan Antug, ialah analisa yang
dibuat oleh operasi intelijen untuk memperinci dan menganalisa bahan-bahan
keterangan apa yang harus dicari dan dikumpulkan, mengumpulkan bahan
pengumpul dan sumber-sumbernya, cara melaksanakan Penyelidikan, Pengamanan,
Penggalangan, jangka waktu dan tempat penyampaian laporan serta bagaimana cara
mendapatkan dan menggali bahan keterangan sebanyak mungkin dari sasaran atau
sumber. Antug merupakan pembagian tugas yang dilakukan seksi intelijen guna
mempercepat proses penyelidikan dan mempermudah dalam mengumpulkan data dan
informasi yang dibutuhkan.

Setelah melakukan pembagian tugas, tim dari seksi intelijen menentukan
target operasi dan menentukan orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus
korupsi tersebut. Hal tersebut dilakukan agar giat Intelijen dapat terencana dengan
matang, terukur, dan lebih terarah tentang apa yang hendak dicari dalam

pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Dalam

™® Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
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melakukan puldata dan pulbaket dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka.
Tertutup dalam hal ini maksudnya adalah melakukan puldata dan pulbaket secara
sembunyi-sembunyi tanpa bisa diketahui oleh oranglain misalkan dengan cara
menyamar, menyelinap atau bahkan mengambil data tanpa diketahui oleh oranglain.
Sedangkan secara terbuka, Tim Sprintug melakukan wawancara secara langsung
kepada pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Ansas, Antug dan TO. Terkait
permintaan datanya pun diperoleh dari orang-orang yang memiliki kewenangan
langsung secara terbuka dengan meminta sehingga sumber informasi memiliki
kualitas informasi yang A1."

Ketika informasi yang dibutuhkan serta yang diperoleh telah lengkap, tim
pelaksana tugas membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Laphastug). Laporan
Hasil Pelaksanaan Tugas berisi uraian giat intelijen berupa hasil wawancara, data
yang diperoleh oleh masing-masing pelaksan tugas yang kemudian akan dianalisa
kembali. Dalam laphastug dianalisa baik dari sisi fakta-fakta yang diperoleh
dilapangan dihubungkan dengan aturan hukum terkait. Setelah dianalisa kemudian
dibuat kesimpulan dan saran tindak untuk memberikan pertimbangan kepada
Pimpinan.

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Laphastug) dilakukan gelar perkara atau
ekspose yang melibatkan para jaksa di bidang lain selain Bidang Intelijen untuk

menerima saran, masukan dan pendapat terkait dengan Hasil Pelaksanaan Tugas,

"® Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
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dalam ekspose tersebut dimintakan pula persetujuan kepada Kepala Seksi Intelijen
dan Kepala Kejaksan Negeri tentang langkah-langkah apa saja yang akan diambil
apakah dari laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat ditingkatkan ke Tahap
Operasi Intelijen Yustisial (penyelidikan). Apabila Kepala Kejaksaan Negeri dan
Peserta Ekspose sependapat dengan hasil pelaksaan tugas dari Tim, kasus tersebut
dimintakan persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Setelah mendapat
persetujuan dari Kepala Seksi Intelijen, kemudian dimintakan persetujuan ke Kepala
Kejaksaan Negeri untuk dilakukan giat Operasi Intelijen Yustisial (penyelidikan).
Dalam bidang intelijen, giat penyelidikan biasa disebut dengan operasi
intelijen atau Opsin. Opsin adalah usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan
berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan yang terperinci secara khusus
diluar dari pada tujuan yang terus menerus dalam hubungan ruang dan waktu yang
ditetapkan dan yang dilakukan atas dasar perintah dari pimpinan tersebut. Dengan
adanya persetujuan dari Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala
Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen (SprintOps).
Operasi Intelijen ini dilakukan untuk memperdalam hasil pelaksanaan tugas yang
telah dilakukan. Dalam Operasi Intelijen ini, sudah timbul perbuatan formil dan
perbuatan materiil yang terjadi pada tindak pidana yang sedang ditelusuri dan
didalami. Dalam giat Operasi Intelijen tersebut Tim SprintOps secara resmi sudah
dapat memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan di kantor
Kejaksaan. Keterangan-keterangan dari pihak terkait yang dibutuhkan dapat

dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Hasil dari keterangan-keterangan yang
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tersebut tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan yang nantinya
berdasarkan BA Permintaan Keterangan akan diolah dan dianalisa hukumnya oleh
Tim SprintOps.”

Setelah proses pengumpulan informasi melalui permintaan keterangan dan
pengumpul bahan data-data pendukung dalam Operasi Intelijen, tim selanjutnya
membuat Laporan Hasil Operasi Intelijen. Informasi-informasi yang diperoleh
tersebut dituangkan, diolah dan dianalisa. Setelah selesai maka dibuat kesimpulan dan
saran tindak. Jika benar ada memang ada indikasi tindak pidana korupsi, dalam saran
tindak Bidang intelijen melimpahkan Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial
(Lapopsin) tersebut ke Bidang Tindak Pidana Khusus agar diproses lebih lanjut
setelah melakukan gelar perkara (ekspose) dan mendapat persetujuan dari Kepala
Kejaksaan Negeri.”

Dalam teori intelijen dikenal istilah “Diferensiasi Intelijen”. Tipe ini terjadi
saat suatu negara demokratik membentuk berbagai dinas intelijen yang secara
spesifik diarahkan untuk mengatasi suatu ancaman tertentu, baik yang berasal dari
dalam maupun luar negara. Dari perspektif pembangunan politik, diferensiasi ini
dapat digunakan sebagai indikator untuk mengungkapkan derajat pelembagaan politik
yang menjadi fondasi dari stabilitas dan kontinuitas sistem secara makro. Diferensiasi

struktur juga berfungsi sebagai instrumen teknokrasi modern bagi fungsi pengawasan.

" Hasil Wawancara Dengan SR, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri
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Instrumen teknokratis ini mengikuti prinsip “small is beautiful” dan “dispersion of
power” sebagai salah satu metode untuk meminimalisasi kecenderungan korupsi yang
melekat dalam kekuasaan dan menekan resiko penyalah-gunaan kekuasaan. Melalui
prinsip ini, setiap dinas intelijen seharusnya hanya memiliki satu fungsi spesifik,
mengikuti alur argumentasi Lord Acton: “Too many missions being performed by a

single intelligence service implies an accumulation of power”.”

C. Faktor Kendala bagi Intelijen Kejakasaan dalam Melaksanakan Penegakan
Hukum Tindak Pidana Korupsi

Di dalam fungsi intelijen yang berkaitan dengan ruang lingkup intelijen,
fungsi intelijen juga dijabarkan dalam berbagai bentuk tataran. Hal ini dimaksudkan
untuk membentuk suatu format atau struktur kedinasan yang mengkhususkan diri
pada upaya perolehan informasi yang kelak dapat dipergunakan untuk memberi dasar
acuan bagi pemutus kebijakan politik. Maka dibagi menjadi tiga tataran ruang
lingkup intelijen, yakni; pada tataran strategis, operasional dan taktis.

Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana
korupsi tidak selamanya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala atau
hambatan yang dialami dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Menurut
narasumber SR, beberapa hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam

penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

™ Andi Widjajanto, Op.Cit, 2008, him 25-27
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1)

2)

Terbatasnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undang maupun aturan-
aturan Internal kejaksaan dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi.
Dalam pelaksanaan tugas, Intelijen Kejaksaan dituntut harus cepat (speed)
sementara personil Intel sendiri terbatas, Undang-Undang atau peraturan
kejaksaan sendiri hanya memberikan waktu 7 hari dan 1 kali perpanjangan
selama 7 hari dalam pelaksanakan Sprintug sehingga total yang diberikan
dalam Sprintug hanya dalam 14 hari, itupun syarat perpanjangan harus dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dimana agen intelijen sendiri
membutuhkan waktu untuk menyamar memperoleh data dan keterangan.
Untuk operasi intelijen yustisial hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari saja.
Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yang mana dalam
proses pengungkapannya memerlukan waktu yang cukup lama.

Kewenangan yang ada pada bidang Intelijen yang diatur dalam Peraturan
Jaksa Agung RI maupun Jaksa Agung Muda Intelijen belum ditemukan
adanya upaya paksa dalam pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan operasi
intelijen yustisial sehingga Agen intelijen selaku pelaksana Tugas maupun
Opsin tidak dapat meminta dokumen secara cuma-cuma atau dengan cara
memaksa, harus membutuhkan proses dengan cara penyamaran, menyelinap
atau bahkan dengan cara mencuri data, hal tersebut juga membutuhkan waktu
terkait dengan situasi dan kondisi yang ada. Agen Intelijen hanya berhak
meminta copyan dari data tersebut atau hanya sebatas berbentuk visual berupa

pengambilan foto dari data yang diperoleh.
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3)

4)

5)

Agen Intelijen atau Bidang Intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil
Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana
Khusus menjadi produk perkara korupsi dilanjutkan dan dilimpahkan ke
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena batasan wewenang Bidang
Intelijen hanya meningkatkan status perkaranyake Bidang Tindak Pidana
Khusus untuk wewenang Tahap Penyidikan dan Penuntutan berada di Bidang
Tindak Pidana Khusus Kejaksaan.

Dalam Proses Penyelidikan Jaksa Intel kesulitan dalam pemanggilan saksi,
karena tidak adanya surat pemanggilan saksi dari intel kejaksaan negeri yang
tidak dicantumkan dalam SOP Intelijen kejaksaan. Namun menurut penulis
hal ini bukan merupakan hambatan pokok atas pelaksanaan kewenangan
Intelijen Kejaksaan, karena proses pemanggilan saksi merupakan kewenangan
penyidik. Penyelidikan oleh Intelijen kejaksaan sebagaimana dijelaskan
sebelumnya dapat dilakukan dengan kegiatan penyelidikan terbuka seperti
wawancara langsung dilapangan dengan pihak yang mengetahui informasi,
ataupun dengan kegiatan penyelidikan tertutup seperti penyadapan, yang
bertujuan untuk mendapatkan informasi atau bahan keterangan yang berguna
dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dalam Proses pengumpulan alat bukti, karena tidak adanya surat perintah
untuk mengumpulkan alat bukti. Misalnya bendahara yang berkilah untuk
memberikan Kuitansi sebagai alat bukti, padahal kuitansi dapat menjadi alat

bukti pada pekara korupsi tersebut.
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6) Adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan dikarenakan
adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang
memberikan data, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam
pengumpulan informasi, data atau bahan keterangan guna proses penyelidikan
perkara tindak pidana korupsi.

Dalam teori penegakan hukum, penggunaan upaya hukum, termasuk hukum
pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah
sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi
dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umum nya. Akan
tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala
usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegak
nya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur,
yang diantaranya:

a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuan nya didasarkan
pada kaedah yang lebih tinggi tingkatan nya;

b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah
tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan
tersebut tidak diterima masyarakat;

c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai
nilai positif yang tinggi.

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan

hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah
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masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.®
Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di
dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada
di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak

hukum, fasilitas, masyarakat.

BAB IV

8 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, 2009, hlm. 17
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PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pasal 130 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep—
225/A/J.A/05/2003 dinyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen
mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di
bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan
ketertiban umum untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan
keadilan baik preventif maupun represif, melaksanaan dan atau turut
menyelenggarakan Kketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan
pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Pada
dasarnya peran intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan
tugas bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan seperti Pidana Khusus
(Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun),
Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen Kejaksaan merupakan intelijen yustisial
yaitu kegiatan-kegiatan intelijen yang untuk mendukung keberhasilan
penanganan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

eksekusi.
2. Penanganan perkara tindak pidana korupsi secara garis besar Intelijen
Kejaksaan memiliki 3 peranan, yang pertama dalam upaya represif yaitu

dengan melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, kedua dalam upaya
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preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi dengan pembentukan Tim
Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D),
dan ketiga yaitu dalam pencarian buronan Kejaksaan atau Pengadilan. Terkait
analisa Intelijen Kejaksaan, Setelah Surat Perintah Tugas diterbitkan dan
ditandangani Kepala Kejaksaan Negeri, seksi Intelijen Kejaksaan melakukan
serangkaian tindakan dengan membuat Analisa Sasaran (Ansas), Analisa
Tugas (Antug) dan Target Operasi (TO). Analisa Sasaran atau yang disebut
dengan Ansas, ialah analisa yang dibuat oleh pelaksana operasi intelijen untuk
mempelajari secara terperinci dan teliti tentang sasaran penyelidikan. Analisa
Tugas atau yang disebut dengan Antug, ialah analisa yang dibuat oleh operasi
intelijen untuk memperinci dan menganalisa bahan-bahan keterangan apa
yang harus dicari dan dikumpulkan, mengumpulkan bahan pengumpul dan
sumber-sumbernya, cara melaksanakan Penyelidikan, Pengamanan,
Penggalangan, jangka waktu dan tempat penyampaian laporan serta
bagaimana cara mendapatkan dan menggali bahan keterangan sebanyak
mungkin dari sasaran atau sumber. Setelah melakukan pembagian tugas, tim
dari seksi intelijen menentukan target operasi dan menentukan orang yang
paling bertanggungjawab dalam kasus korupsi tersebut.

Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara
tindak pidana korupsi adalah terbatasnya waktu yang diberikan oleh Undang-
Undang maupun aturan-aturan Internal kejaksaan dalam proses pengungkapan

tindak pidana korupsi, kewenangan yang ada pada bidang Intelijen yang diatur
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dalam Peraturan Jaksa Agung Rl maupun Jaksa Agung Muda Intelijen belum
ditemukan adanya upaya paksa dalam pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan
operasi intelijen yustisial, agen Intelijen atau Bidang Intelijen tidak dapat
menjamin bahwa hasil Operasi Intelijen Yustisial yang diserahkan kepada
Bidang Tindak Pidana Khusus menjadi produk perkara korupsi dilanjutkan
dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, proses Penyelidikan
Jaksa Intel kesulitan dalam pemanggilan saksi, tidak adanya surat perintah
untuk mengumpulkan alat bukti, adanya ketakutan dari orang-orang yang
dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari pimpinan suatu

instansi terhadap orang yang memberikan data.

B. Saran

1. Perlunya penyempurnaan Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang yang
mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Kejaksaan
khususnya Peraturan untuk Bidang Intelijen dalam proses penyelidikan suatu
tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.

2. Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki bidang Intelijen
Kejaksaan masing-masing daerah agar menambah jumlah anggota dalam
penanganan dugaan tindak pidana korupsi sehingga dapat ditangani dengan
cepat karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan bidang intelijen

sementara jJumlah SDM masih kurang;
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3. Diharapkan kepada Kejaksaan agar tetap dapat menjalankan tugas dan
wewenangnya dengan baik dalam hal penegakkan hukum khusunya dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi terutama bidang intelijen dalam
pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi serta dapat berperan dengan baik
sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah (TP4D) untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
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